
GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 36rnnuru zor o

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PUBLIK PADA
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI GORONTALO

GUBERNUR GORONTALO,
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baikmelalui peningkatan kualitas pelayanan publik maka perlu pengaturin standaroperasional prosedur (sop) pada setiap satuan Kerja pemerintah Daerah dilingkungan Pemerintah provinsi Gorontalo;

b' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan peraturan Gubemuitentang standar operasional
Prosedur (SOP) Pelayanan Publik pada Dinas Perkebirnan Dan peternakan
Provinsi Gorontalo,

Mengingat : '1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000r tentang pembentukan provinsi
Gorontalo (Lembaran..Negara Republik Inrjonesia ianun 2000 Nomor zsg,Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 4060);

2' Undang'Undang Nomor 17 Tahun 2003lentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Repubrik Indonesia Tahun 2003 Noiror 47,"iimoanan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4296),

3' Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oa4 Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 lJomar 12s, tamoanan LembaranNegara Republik lndonesia Nomor a$l; sebagaiman" i"rrr, beberapa kalidiubah terakhir dengan Uncrang-Undang Nomor 12 Tahun 200g fentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20oa tentan!Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200gNomor59, Tambahan Lembaran NegarJRepubtik tnoonesia No*o1 4844):

4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran

il:3: ;; *'J#"r,''Ji;ff :' 1"Hlruo 
20oe Nom-o r t t i' ia m oana n Lem ba ra n

5' Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor il Tahun 2006 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3Seri E).

Memperhatikan : Peraturan Menteri NegaraPemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun
?009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas eerayinan publik Berbasispartisipasi Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEI3YANAN PUBLIK PADADINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI GORONTALO

Menetapkan
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :
1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebuluhan

pelayanan bagi masyarakat yang disediakan oleh penyeleng(Jara pelayanan publik
2. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah pada Dinas

Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Gorontalo.
3. Pelaksgna Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pennberi Layanan adalah pegawai pada

Dinas Perkebunan Dan Peternakan provinsi Gorontalo.
4. Atasan Pelaksana Pelayanan Publik adalah Kepala pada Dinas Perkebunan Dan peternakan

Provinsi Gorontalo.
5. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah acuan penyelenggaraan

pelayanan publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara danlatau pembeii layanan- untuk
memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakavpenerima layanan.

6. Masyarakat yang selanjutnya disebut Penerima Layanan adalah seluruh pihak, baik warga
negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang
berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun iidak
langsung.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal2
Ruang lingkup pengatu.ran standar operasional prosedur ini adalah standar penyelenggaraan
pelayanan publik yang dilaksanakan pada Dinas Perkebunan Darr Peternakan provinsi Gorontalo.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3
Maksud

Pengaturan tentang Standar Operasional Prosedur dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagipenerima layanan dalam setiap proses penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas perkebunan
Dan Peternakan Provinsi Gorontalo.

Pasal 4
Tujuan

(1) Tujuan pengaturan tentang standar operasional prosedurini adalah:
a. terwujudnya prosedur pelayanan yang jelas antara penerima layanan dan pemberi layanan

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah dalam lingkup kerja pada
Dinas Perkebunan Dan peternakan provinsi Gorontalo;

b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan sebagai bentuk komitmen dan acuan bagi
Penyelenggara dan pemberi rayanan terhadap penerima rayanan;

c' terciptanya suatu proses pelayanan yang tertib dan memberi kepastian bagi penyelenggara,
pemberi layanan dan penerima layanan.

BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSE:DUR

Pasal 5
l. Standar Operasional Prosedur sebagai kerangka acuan penyelenggaraan pelayanan publik

pada Dinas Perkebunan Dan Petemakan Provinsi ciorohtato-iebagaimana Lampiran
Peraturan ini.

2. Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupal<an bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan ini,
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BAB V
PEMBIAYAAN

Pasa l6
Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo melalui DPA-S[.(PD pada Dinas Perkebunan Dan
Peternakan Provinsi Gorontalo.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penEundangan Peraturan Gubemur ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo

BERTTA DAERAH PROVINS| GORONTALO TAHUN 2O1O NOMOR 36
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